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PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 
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PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pariwisata bertujuan 

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa peningkatan kualitas tata kelola destinasi 

pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha 

kepariwisataan untuk perbaikan kualitas layanan 

pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi 

kepariwisataan, serta mendukung kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerah di bidang pelayanan 

kepariwisataan di daerah diperlukan dana alokasi 

khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan; 
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c. bahwa penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana 

pelayanan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 ayat (9) huruf k Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020, diperlukan petunjuk 

teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana 

pelayanan kepariwisataan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 96); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6410); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun 

2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5262); 

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ 

Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN 

KEPARIWISATAAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut 

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 

2. Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang 

dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas 

destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, 

serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas 

masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di 

bidang pariwisata. 

3. Indikasi Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang 

selanjutnya disebut IKD DAK Nonfisik adalah indikasi 

kebutuhan dana DAK Nonfisik yang perlu dianggarkan 

dalam APBN. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

yang menangani urusan bidang pariwisata, memiliki 
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nomenklatur pariwisata dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan 

Kepariwisataan.  

5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

6. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata 

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

8. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat 

DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional 

yang telah ditetapkan menjadi prioritas. 

9. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya 

disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi 

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai 

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

10. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang 

pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai 

suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, 

serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu 

yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen 

pencitraan kawasan tersebut. 

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas 

pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas 

pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 

 

Pasal 2 

(1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan diberikan 

kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai 

kegiatan nonfisik bidang pariwisata yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

pembangunan kepariwisataan nasional. 

(2) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata 

dan daya saing destinasi pariwisata daerah dalam rangka 

meningkatkan citra pariwisata Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat 

di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktifitas 

dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. 

 

Pasal 3 

(1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan melalui 

Rencana Kerja Pemerintah.  

(2) Pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan 

Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi: 

a. peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata 

dan kapasitas masyarakat pelaku usaha 

kepariwisataan; dan 

b. biaya operasional nonrutin layanan informasi 

kepariwisataan. 
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